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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa dengan adanya kebijakan nasional mengenai
pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan
secara serentak pada tahun 2024, sehingga menyebabkan
terjadinya kekosongan perencanaan pembangunan jangka
menengah Daerah bagi Daerah yang Kepala Daerahnya
berakhir di Tahun 2022;

bahwa sebagai pelaksanaan dari Diktum Kedua Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2022, maka Daerah yang Kepala
Daerahnya berakhir Tahun 2022 wajib menyusun
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,;

bahwa karena Bupati dan Wakil Bupati Banggai
Kepulauan telah berakhir masa jabatannya Tahun 2022
yang bersamaan dengan berakhirnya pula dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2017-2022, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun
Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-
2026 ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
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Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
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Menetapkan

10.

L1,

Kepulauan Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Susunan  Perangkat
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023-
2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
s

e

Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonomi.

Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

Penjabat Bupati yang selanjutnya disebut Pj. Bupati
adalah Pj. Bupati Banggai Kepulauan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penelitian
Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan
Litbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang perencanaan dang fungsi penunjang
penelitian dan pengembangan.
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10.

11.

12.

13.

(1)

(2)

Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional Tahun
2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan
tahun 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025, yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2016-2036 yang selanjutnya disebut
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan
pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/
kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut
RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan
tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun atau disebut dengan rencana pembangunan
tahunan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung
sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan
yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah Kebijakan
serta program prioritas yang disertai dengan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 2023-
2026 yang disusun berpedoman pada RPJPD, RTRW dan
RPJMN.

RPD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang akan
digunakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
tahun 2023-2026.




Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Renstra Perangkat Daerah; dan

b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 4

(1) Dokumen RPD di sajikan dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum;
BAB III : Gambaran Keuangan Daerah,;
BAB IV  : Permasalahan dan Isu Strategis;
BABV :Tujuan dan Sasaran;
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Program Prioritas;
g. BABVII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; dan
i. BABIX :Penutup
(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

o Q0 TP

Pasal 5

(1) Kepala Bappeda dan Litbang bertanggung jawab atas
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023-2026.

(2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappeda dan Litbang
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 6

RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkkan adanya
ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan
kondisi eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai dengan tahun berkenaan;

c. terjadi perubahan yang mendasar,

d. perubahan RPD tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa
melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat,
keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.




Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

sl
USLI [MOIDADY

BERITA DERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022 NOMOR 10
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Katow Pengantor

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan.
Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 dilakukan sehubungan dengan berakhirnya masa
jabatan Bupati Banggai Kepulauan pada tahun 2022. Pembuatan RPD Tahun 2023-
2026 ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah

dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dilakukan guna
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan selama
1(satu) periode yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. RPD disusun untuk
menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait implementasi program/ kegiatan
melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Perencanaan Pembangunan
Tahunan. Dengan demikian, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku
kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPD Kabupaten

Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RAIS D. ADAM

U Rencana Perrbangunan Dserah Tahun 2023-2026 i
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia. Perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah diperlukan untuk
menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.
Pemerintah Daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dalam menyusun perencanaan pembangunan, berkewajiban
mempedomani dan mengacu pada perencanaan pembangunan nasional serta
mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan
nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah,
maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga
bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat
dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, maka
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban menyusun dokumen
perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang akan
digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

2023-2026 ini merupakan bagian dari RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun
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2005-2025, yakni tahapan IV RPJPD. Oleh karena itu, RPD Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2023-2026 tidak bisa dipisahkan dari RPJMD Kabupaten Banggai

Kepulauan tahun 2017-2022, dalam artian bahwa RPD Kabupaten Banggai Kepulauan

tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan capaian-capaian yang telah

diwujudkan oleh RPJMD 2017-2022 dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

RPJMD tahun 2017-2022.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026
dilaksanakan sesuai Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2021 terdiri
atas tahapan penyusunan rancangan, pelaksanaan konsultasi publik, perumusan
rancangan akhir dan tahap penetapan RPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-
2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
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tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta
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Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2026;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2018 Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 112);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan
pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara
komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun
nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan
keberhasilan pembangunan.

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 disusun dengan
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025; RTRW
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036, RPJMN Tahun 2020 - 2024; serta
RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
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Berdasarkan bagan di atas, dapat di gambarkan hubungan antara RPD
Kabupaten Banggai Kepulauan dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai

berikut:

1.3.1 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RPJPD, RKPD,

Renstra PD dan Renja PD

Dokumen RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yang
memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke
depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD/RPD. RPD Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2023-2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap
ke IV dari RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025.

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi
penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026.
Renstra PD merupakan rencana kerja jangka menengah yang menjabarkan
perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana
termuat dalam RPD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten.

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 kemudian akan di
jabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang akan di susun setiap tahun mulai dari RKPD Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2023 s/d RKPD Tahun 2026. Yang selanjutnya menjadi acuan bagi
Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada
setiap tahun anggaran. Renja PD juga disusun berpedoman pada Renstra PD.

1.3.2 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026

Didalam instruksi menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2021 tentang tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 bahwa penyusunan RPD
kabupaten/ kota tahun 2023-2026 memperhatikan RPJMD/ RPD Provinsi. Hal ini
dilakukan dengan penyelarasan isu strategis, penyelarasan indikator makro, tujuan,

sasaran dan program prioritas.
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1.3.3 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan

RPJMN Tahun 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun
2017, bahwa penyusunan RPJMD memperhatikan RPJM Nasional. Hal ini di lakukan
melalui penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta
Prioritas Daerah yang termuat dalam RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2023-2026 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024 beserta arah
kebijakan, indikator serta target pencapaiannya.

1.3.4 Hubungan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan

RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036

Penyusunan RPD Kabupaten Banggai kepulauan tahun 2023-2026
memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01
Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2016-2036, sebagai acuan dalam penentuan lokasi kegiatan dan penyusunan
program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Dalam menyusun RPD berpedoman juga pada RTRW guna tercipta
sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar
kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya,
terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah
pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau
pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.5 Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan tidak saja berdasar pada jangka waktu, namun
juga merespon berbagai isu strategis, merespon kebijakan nasional, maupun
perencanaan yang secara fokus akan mengelola pembangunan sektor tertentu.
Perencanaan dalam konteks ini perlu bersinergi dengan Rencana Pembangunan
Daerah untuk memastikan implementasinya dan bersinergi dengan penganggaran

daerah.
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1.3.6 Hubungan RPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa)

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, sehingga perencanaan
pembangunan desa harus sinergis dengan perencanaan Pembangunan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa
pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
Oleh karena itu, RPJMD/RPD berperan sebagai instrumen penyelarasan RPJM Desa
dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud Penyusunan

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai
pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah (pemerintah, masyarakat,
dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita
masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan tujuan, sasaran dan
program pembangunan yang akan digunakan oleh penjabat (Pj) Kepala Daerah
sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan
bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di
dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2 Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2023-2026
adalah:

a. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan daerah yang menjabarkan
tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program
prioritas yang disertai pendanaan yang bersifat indikatif periode tahun 2023-
2026;

b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi
pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan
tahunan;

c. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman

bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.
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1.5. Sistematika Penulisan
RPD Tahun 2023-2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan
tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

Bab I Gambaran Umum
Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi,
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah
sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan
dengan target pembangunan.

Bab Il Gambaran Keuangan Daerah
Menguraikan tentang gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang
telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke
depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2023-2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis
Memberikan gambaran tentang permasalahan- permasalahan yang
dihadapi oleh Kabupaten Banggai kepulauan dalam berbagai urusan
pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan
perencanaaan daerah dalam jangka menengah.

Bab V Tujuan dan Sasaran
Pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
untuk menjawab isu-isu strategis daerah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran
pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih,
sebagai rumusan perencanaan komprehensif pemerintah daerah, yang
disertai dengan program pembangunan daerah dalam mencapai sasaran
pembangunan.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah

Memuat kerangka pendanaan untuk mendanai belanja daerah selama
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kurun waktu 2023-2026 yang disertai dengan program perangkat
daerah yang disajikan berdasarkan urusan pemerintah daerah yang
menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Berisi tentang uraian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dirumuskan kedalam Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja
Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci.

Bab IX Penutup
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BAB I1
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis pada aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran
mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah
dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi
antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat
secara Kkeseluruhan atau Kkelompok dalam waktu tertentu. Analisis dan
pendeskripsian terhadap gambaran umum kondisi Kabupaten Banggai Kepulauan
dilakukan berdasarkan sejumlah data yang disajikan dalam bentuk data time series
dan cross section.
2.1.1 Aspek Geografi

Analisis pada aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran
mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan
kerentanan wilayah terhadap bencana. Untuk data perubahan penduduk, komposisi
dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu
merupakan data pendukung yang menggambarkan kondisi demografi.
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1.1 Letak dan Luas Wilayah Administrasi

Kabupaten Banggai Kepulauan beribukota di Salakan, secara astronomis
terletak antara 1° 06' 30" - 1° 35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" - 123° 40' 1,9"
Bujur Timur. Setelah pemekaran pada tahun 2013, Kabupaten Banggai Kepulauan
secara administratif memiliki batas- batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai.
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Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan
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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Drs. LANIA LAOSA

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan daerah kepulauan/bahari yang
mempunyai mempunyai gugusan atau rangkaian pulau - pulau berukuran sedang dan
kecil sejumlah lebih kurang 121, dari jumlah tersebut lima diantaranya berukuran
sedang, sisanya berukuran kecil - kecil bahkan ada yang berwujud batu karang yang
mencuat ke permukaan laut. Luas wilayah laut Kabupaten Banggai Kepulauan lebih
besar dibandingkan dengan luas daratan, dimana luas wilayah darat sekitar 2.488,79
Km? atau sekitar 27,17% dan luas wilayah laut sekitar 6.671,32 km? atau sekitar
72,83% dari luas keseluruhan serta memiliki total panjang pantai mencapai
1.714,218 km.

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki persentase 4,02% (persen) dari
seluruh luas Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan
satu dari dua kabupaten di Sulawesi Tengah yang merupakan Kabupaten yang
letaknya terpisah dari Pulau Sulawesi secara keseluruhan. Jarak antara ibukota
Kabupaten ke ibukota Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ;

61 Kilo Meter/38 Mil Laut

e Salakan ke Luwuk

e Salakan ke Banggai = 53 Kilo Meter
e Salakan ke Palu = 671 Kilo Meter
e Salakan ke Ampana =309 Kilo Meter
e Salakan ke Poso = 449 Kilo Meter

U Rencana Perrbangunan Dserah Tahun 2023-2026 11-2




é Kabupaten Banggai Kepulauan _

Grafik 2.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan (km?)
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021
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Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Kecamatan Bulagi Selatan merupakan kecamatan yang memiliki wilayah darat
paling luas diantara 12 kecamatan lainnya, yaitu 319 km2. Sementara Kecamatan
Totikum Selatan merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil
95,19 km2. Sedangkan Kecamatan Totikum memiliki wilayah laut paling luas sebesar
1082,85 km? dan Kecamatan Tinangkung Utara memiliki wilayah laut paling sedikit
yaitu 195,38 km?2.

Kabupaten Banggai Kepulauan terbagi dalam 12 Kecamatan dengan ibu kota
Kabupaten berada di Kota Salakan, Kecamatan Tinangkung. Jumlah desa dan
kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, diuraikan secara
rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Desa dan Kelurahan Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

1 Totikum Sambiut 11 -
2 Totikum Selatan Kalumbatan 8 -
3  Tinangkung Salakan 10 1
4 Tinangkung Selatan Mansamat 9 -
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5 Tinangkung Utara Batu Lombu 6 -
6 Liang Saleati 16 -
7 Peling Tengah Patukuki 11 -
8  Bulagi Bulagi 15 1
9 Bulagi Selatan Lolantang 20 -
10 Bulagi Utara Sambulangan 11 1
11 Buko Tataba 13 -
12 Buko Selatan Lumbi - Lumbia 11 -

Banggai Kepulauan 141 3

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2022

Jumlah desa di Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tahun 2021
berjumlah 141 desa dan ketinggian daratan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan
dari permukaan laut yaitu sebesar 98,61 % berada kurang dari 500 Mdpl dan 1,39 %
berada pada ketinggian lebih dari 500 Mdpl.
2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan astronomisnya, Kabupaten Banggai Kepulauan terletak pada
posisi antara 1° 06” - 1° 35’ Lintang selatan dan 122°¢ 37’ 6,3” - 123° 40’ 1,9’ Bujur
Timur. Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dibatasi oleh laut maluku, bagian
selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut, bagian barat berbatasan dengan
selat peling, dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai. Kabupaten
Banggai Kepulauan merupakan kabupaten bahari dengan luas laut sekitar 6.671,32
km? atau sekitar 72,83% dari luas keseluruhan.
2.1.1.1.3 Topografi

Berdasarkan tinjauan bentuk muka bumi yang ditunjukan oleh Topografi atau
morfologi, struktur, dan proses pembetukan, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan
dapat dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu :

a. Pegunungan/perbukitan struktural
Pegunungan stuktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang
dengan pola selatan - utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng
curam hingga sangat curam dengan kemiringan 240 %. Morfologi ini terdapat
di sekitaran perbatasan Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan
Bulagi Selatan dan Kecamatan Bulagi. Perbukitan struktural terdapat hampir

diseluruh pulau, dengan ketinggian mulai #200 hingga *700 meter di atas
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permukaan laut, dengan lereng relatif miring (15-30 %) hingga berbukit curam
(30-40 %), yang terdapat di Pulau Peling. Puncak-puncak bukit terdapat di
Bukit Babasal di Pulau Peling bagian timur.

b. Pegunungan/perbukitan karst
Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Peling, dan
secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola
kerucut dan lembah karst, dolin, goa, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncak
terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Balombong di Pulau Peling.

c. Perbukitan intrusive
Daerah ini merupakan perbukitan yang terbentuk karena penerobosan batuan
gunung kompleks Banggai berupa granodiorite dan diorite, yang menempati
secara local local di Totikum, Peling Tengah, Liang, Buko dan Buko Selatan.

d. Dataranrendah
Daratan rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah
antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian
utara Pulau Peling, dan sebagian kecil di Selatan Pulau Peling meliputi
Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum Selatan,
Kecamatan Liang, Kecamatan Buko.

Gambar 2.2
Peta Topografi Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan
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Sumber: KLHS-RTRW Kab Banggai Kepulauan 2022 - 2042
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Rincian kondisi tinggi rata-rata dari permukaan laut di tiap Kecamatan dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Topografi rata-rata per Kecamatan dan Jarak ke Ibukota Kabupaten di
Kabupaten Banggai Kepulauan (km) Tahun 2021

1  Totikum Sambiut 10 64
2 Totikum Selatan Kalumbatan 2 54
3 Tinangkung Salakan 3 0
4  Tinangkung Selatan Mansamat A 3 24
5 Tinangkung Utara Batulombu 1 25
6 Liang Liang 2 43
7 Peling Tengah Patukuki 2 30
8 Bulagi Bulagi 1 3 60
9  Bulagi Selatan Lolantang 5 78
10  Bulagi Utara Sambulangan 5 62
11  Buko Tataba 2 121
12 Buko Selatan Lumbi-Lumbia 3 134

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2022

Secara umum penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan tinggal di pesisir
pantai dikarenakan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan
sehingga rata rata letak ibukota kecamatan hanya berkisar 1 - 10 DPL diatas
permukaan laut.

Mengenai jarak ibukota kecamatan yang paling jauh ke ibukota Kabupaten
yaitu kecamatan Buko Selatan mencapai 134 km dengan jarak tempuh sekitar 3 - 4
jam perjalanan, dimana kendala yang ditemui belum ada angkutan mobil umum yang
mempuyai rute tetap dari ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten sehingga
menyulitkan dalam pelayanan umum dan tarif angkutan masih mahal karena masih
harus menggunakan sistim carter.
2.1.1.1.4 Geologi

Secara geologi regional, akibat sejarah geotektonik yang terjadi, maka batuan
yang mengalasi wilayah kajian adalah batuan malihan, granit, dan batuan gunungapi.
Batuan tertua berupa Kompleks Batuan Malihan (PZm) yang terdiri atas sekis, gneis,

dan kuarsit. Kemudian menyusul Formasi Menanga (Cmm) yang terbentuk dari
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perselingan batu gamping hablur, batu pasir malihan, batusabak, dan filit, dengan

penarikan radiometri menyatakan berumur Karbon (tidak terdapat di Kabupaten

Banggai Kepulauan).
Gambar 2.3
Stratigrafi Geologi Kabupaten Banggai Kepulauan
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Sumber: KLHS RTRW Kab Banggai Kepulauan 2022-2042

2.1.1.1.5 Hidrologi

Jika ditinjau dari ketersediaan air permukaan, di Kabupaten Banggai
Kepulauan terdapat beberapa sungai, yang jika ditinjau berdasarkan sifat
pengalirannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (a) sungai perennial, sungai yang
mengalir sepanjang tahun, yang biasanya bersumber dari mataair berdebit besar dan
permanen sepanjang tahun, dan (b) sungai intermitten, sungai yang mengalir ketika
musim hujan saja. Selain sungai-sungai tersebut, terdapat pula potensi air permukaan
berupa danau yang airnya dapat pula dimanfaatkan untuk sesuatu keperluan yang
potensial. Tabel di bawah ini menyajikan sebaran sungai dan danau yang ada di
Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan satuan ekoregionnya.

Tabel 2.3
Distribusi Sungai dan Danau berdasarkan Satuan Ekoregion
di Kabupaten Banggai Kepulauan

No Nama Danau dan Sungai Satuan Ekoregion

1 Danau Alani, Buko Selatan ~ Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan
Kelompok Batuan Malihan Sekis,Gneis, dan
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No Nama Danau dan Sungai Satuan Ekoregion
Batunapal
2 Danau Tendetung, Perbukitan dan Pegunungan Karst Batugamping
Totikum Selatan Terumbu
3 Sungai Patukuki, Peling Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan
Tengah Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan
Batunapal

4 Sungai Malanggong, Buko ~ Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan
Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan

Batunapal
5 Sungai Kambani, Bulagi Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan
Selatan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan
Batunapal
6 SungaiManggalai, Lembah antar Perbukitan atau Pegunungan material
Tinangkung Aluvium
7 SungaiTatakalai, Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium
Tinangkung Utara
8 SungaiBabasal Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium

Kombutokan, Totikum
Sumber: Geotek LIPI (2003) dalam Perubahan RPJPD Kab. Banggai Kepulauan (2018)

2.1.1.1.6 Klimatologi

Kondisi iklim di Kabupaten Banggai Kepulauan dipengaruhi oleh dua musim
yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim hujan ini dapat digolongkan
menjadi tiga jenis berdasarkan frekuensi curah hujan, yaitu tinggi, sedang, dan
rendah. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juli sekitar 166,5 mm3 dan curah
hujan terendah pada bulan Agustus 21,7 mm3, Sepanjang tahun 2021, suhu udara
terendah yaitu 26,7°C terjadi pada bulan Juli dan tertinggi sebesar 3°C pada bulan
Februari.

Grafik 2.2
Curah hujan di stasiun Meteorologi Syukran Aminudin Amir Luwuk, 2021
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Sumber: Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2022
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Tabel 2.4
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Syukuran Aminudin Amir Luwuk,
Tahun 2021

Minimum Maksimum

rata
Januari 159,7 14 444 59,0 80,0 95,0
Februari 157,2 12 38,8 57,0 79,2 97,0
Maret 85,6 16 47,1 59,0 79,4 98,0
April 1229 17 50,4 61,0 79,3 100,0
Mei 62,9 11 41,1 59,0 79,7 96,0
Juni 66,4 13 23,4 58,0 78,4 97,0
Juli 166,5 14 32,2 59,0 80,3 98,0
Agustus 21,7 13 53,8 64,0 79,7 95,0
September 72,9 10 40,6 55,0 80,3 98,0
Oktober 70,1 6 61,8 55,0 76,9 98,0
November 61,1 11 52,8 54,0 78,5 95,0
Desember 46,1 10 44.8 53,0 76,7 96,0

Sumber: Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2022

Sementara untuk kecapatan angin di Kabupaten Banggai Kepulauan tertinggi
terjadi pada bulan Agustus sebesar 4,3 knot sedangkan terendah terjadi bulan
Desember sebesar 1,6 knot. Untuk kelembaban udara di Kabupaten Banggai
Kepulauan selama tahun 2020 tertinggi terjadi pada bulan Juli dan Desember sebesar
95% dan terendah 37% pada bulan Januari selanjutnya untuk penyinaran matahari
terbanyak pada bulan Oktober yaitu 70% dan terendah Juli sebesar 31%.

Grafik 2.3
Suhu Udara Maksimum dan Minimum
di stasiun Meteorologi Aminudin Amir Luwuk, 2021

221 22 A
02 T 32 2 32 3
3 i i 31 9 3?_9 29 9 299 304 305 31 4 31 3
14— — —
30 126,11 25, 25,
5 B -
320 {7 B
S
S 15 7 ~ EMin
10 {7 . = Maks
5 7 B
0 —
< & SRS > < <
& «\’?} <& VQ Y & F S &"’ <€\°®
M R\ & & & & 3
S & s S Qo S &
o < Q

Sumber: Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2022
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2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Kesesuaian penggunaan lahan adalah penilaian mengenai informasi yang
menggambarkan mengenai pemanfaatan lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Selain itu, juga dilakukan peninjauan terhadap faktor-faktor yang menghambat
penggunaannya untuk tujuan-tujuan tertentu sehingga daya dukungnya dapat
terpelihara dalam jangka waktu tidak terbatas. Secara terinci hubungan antara satuan
ecoregion dan penggunaan lahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, disajikam dalam
tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Hubungan Antara Ekoregion, Tanah dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Banggai
Kepulauan, 2021

1. Wilayah Pesisir Endapan Aluvium Marin Aluvial (Entisols) Pemukiman, Wisata
Pantai dan hutan
lindung

2. Dataran Aluvial Rawa Endapan Aluvium Aluvial (Entisols) Pemukiman, Rawa
dan Sawah

3. Lembah antar Perbukitan Endapan Aluvium Aluvial (Entisols) Pemukiman atau
Perkarangan

4. Lereng kaki Perbukitan Endapan Koluvium Latosol (Oxisols), Pemukiman atau

Podsolik (Utisols) pekarangan, kebun

campuran dan
semak belukar

5. Perbukitan Intrusif Batuan Vulkanik Tua Podsolik (Utisols) Hutan (dominan),
Granit Banggai (Granit, Diorit, Granodiorit) semak belukar dan
kebun
6. Perbukitan dan Pegunungan Karst Batu Latosol (Oxisols), Hutan (dominan),
Gamping Terumbu dan Gamping Napalan semak belukar dan
kebun
7. Perbukitan Struktural Patahan Batuan Podsolik (Utisols) Hutan (dominan),
Vulkanik Tua Kelompok Diabas, Serpih, semak belukar
Konglomerat, Batupasir
8. Perbukitan dan Pegunungan Struktural Kambisol (Inceptsols) ~ Hutan (dominan)
Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis- Latosol (Oxisols) dan semak belukar
Gnesis dan Batunapal
9. Terumbu Karang dan Padang Lamun - Wisata Bahari

(Diving, Snorkling)
Sumber: RPPLH Banggai Kepulauan (2022)

Berdasarkan klasifikasi tutupan atau jenis penggunaan lahan menurut SNI
7645 - 2010, maka di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) jenis

tutupan lahan atau penggunaan lahan yaitu :

(a) Permukiman atau pekarangan (f) Hutan Lahan Kering Primer
(b) Persawahan (g) Hutan Lahan Kering sekunder
(c) Tegalan atau ladang (h) Hutan Mangrove
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(d) Kebun (i) Danau atau Telaga
(e) Campuran (j) Rawa -rawa
1. Kawasan Lindung
Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan
sumber daya buatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-
2036, kawasan Lindung terdiri atas:
a. kawasan hutan lindung;
b.  kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c.  kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan
f. kawasan lindung lainnya.
Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 26.739 Ha terdapat
dibeberapa kecamatan berikut ini:
a.  Kecamatan Tinangkung, dengan luasan kurang lebih 2.025,920 Ha;
b. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan luasan kurang lebih 248,190 Ha;
C. Kecamatan Bulagi, dengan luasan kurang lebih 8.318,105 Ha;
d. Kecamatan Bulagi Utara, dengan luasan kurang lebih 810,621 Ha;

e. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan luasan kurang lebih 14.487,200 Ha;
f. Kecamatan Peling Tengah, dengan luasan kurang lebih 852,564 Ha;

g. Kecamatan Totikum Selatan, dengan luasan kurang lebih 200,655 Ha;
h.  Kecamatan Buko Selatan, dengan luasan kurang lebih 40,690 Ha.

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri
atas kawasan resapan air yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Banggai
Kepulauan dengan luasan 237.842 Ha.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai,
kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air;
dan Kawasan ruang terbuka hijau.

Kawasan sempadan pantai terdapat di seluruh pulau di Kabupaten Banggai
Kepulauan, dengan panjang pantai kurang lebih 789,58 km. Kawasan sempadan
sungai meliputi:

a.  Sungai Paisu Bebek dan Sungai Balayon di Kecamatan Liang;

A N Rencana Perrbangunan Daerah Tahun 2023-2026 1-11




@ Kabupaten Banggai Kepulauan -

b. Sungai Ndudukan, Sungai Lomou, Sungai Tutung, di Kecamatan Totikum;

c.  Sungai Tobing, Sungai Tobungin, Sungai Nipah, Sungai Mandoni di Kecamatan
Tinangkung Selatan

d.  Sungai Manggalai, Sungai Ambelang di Kecamatan Tinangkung

e.  Sungai Luksagu, Sungai Tatakalai dan Sungai Palam di Kecamatan Tinangkung
Utara.

Kawasan sekitar danau terletak di:

a.  Danau Tendetung di Kecamatan Totikum Selatan

b. Danau Ndukukan di Kecamatan Totikum;

C. Danau Alani di Kecamatan Buko;

d. Danau Kuakon di Kecamatan Tinangkung; dan

e.  Danau Emeluk di Kecamatan Bulagi Selatan;

Berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan
lindung ditetapkan kawasan lindung sekitar danau sekurang-kurangnya 50 meter
dari titik pasang tertinggi. Danau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat
di Kecamatan Totikum dan Kecamatan Totikum Selatan yakni Danau Tendetung dan
Danau Ndukukan, serta di Kecamatan Buko yakni Danau Alani.

Kawasan mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling danau, hulu sungai
serta tebing-tebing sungai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan
kelestarian mata air yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata
air. Mata air di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat pada hulu sungai serta tebing
sungai, tetapi debit airnya tidak cukup besar, sehingga untuk mengetahui kontinuitas
dan besaran debit mata air perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena kebutuhan
air dengan jumlah dan kualitas yang baik sangat diperlukan guna menunjang kegiatan
rumah tangga, industri serta kegiatan di masa mendatang sehingga perlu dijaga dan
dilestarikan. Kawasan sekitar mata air meliputi mata air atas Paisu Sinangkal,
Lalanday, Bangunemo, Manggalai dan Lukpanenteng.

Kabupaten Banggai Kepulauan juga memiliki Kawasan Ruang Terbuka Hijau
yang ditetapkan di kawasan lapangan monumen Trikora dan Alun-alun di Kota
Salakan. Kawasan Rawan Bencana Alam, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten
Banggai Kepulauan, yang meliputi: kawasan rawan gempa bumi, rawan tsunami, dan

rawan tanah longsor.
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2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya pada hakekatnya adalah
tempat di mana suatu wilayah dapat mengolah ruang sedemikian rupa menjadi
peruntukan-peruntukan tersendiri sehingga dapat dipergunakan untuk mencukupi
kebutuhan dan memberikan kemakmuran kepada penduduknya namun tetap
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berbagai macam kawasan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak
akan dideskripsikan secara mendetail, hanya akan dijabarkan beberapa kawasan saja
yang terkait erat dengan potensinya sebagai tolok ukur penting untuk pembangunan,
namun juga memiliki potensi untuk merusak kestabilan kondisi lingkungan apabila
tidak direncanakan dan dikelola dengan matang. RTRW Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2016-2036 mencatat Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan
cagar budaya terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau kawasan cagar budaya dan
ilmu pengetahuan.

Tabel 2.6
Sebaran Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
di Kabupaten Banggai Kepulauan

Kecamatan Kawasan Pantai Konservasi Kawasan Cagar Budaya
Berhutan Bakau Laut (Ha)
(Ha)
Tinangkung 153,37 Monumen Trikora
Bonua Lua
Benteng Bebengketan
Tinangkung Selatan 439,71
Tinangkung Utara 17,22 Rumah Satu Tiang Luksagu
Liang 65,55 32.359,35
Peling Tengah 125,2
Bulagi 42,35 Makam Raja Dallu, Makam Raja
Boas, keramat Kombolon,
Mustika Putih
Bulagi Utara 432,82 Batu Masigi, Batu Duangan
Bulagi Selatan 3,98 58.092,62 Tengkorak Manusia Zaman Dulu

Desa Osan, Makam Lipuadino
(Penyebar Islam), Peta Alam
Desa Lolantang, Pusat
Pembuatan Periuk

Buko 76,08

Buko Selatan 226,06 Sanggar Batu Mesea

Sumber: Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan
(2016-2036)
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2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
2.1.1.2.1 Kawasan Peruntukkan Perikanan

Jenis perikanan yang berkembang di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah
perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dalam pengelolaan jenis perikanan laut
di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diarahkan sebagai berikut:
1. Pengembangan jenis perikanan laut sesuai dengan permintaan tertinggi di

pasaran.

2. Penentuan skala pemasaran hasil produksi.
3. Penanganan sistem pengelolaan pasca produksi untuk menjaga kualitas.

Kawasan perikanan tangkap adalah kawasan bagi kegiatan memperoleh ikan
di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
Kegiatan ini juga termasuk menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
Kawasan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Banggai Kepulauan
diarahkan dan dibagi dalam tiga jalur dengan klasifikasi area dan peralatan.

Sementara itu kawasan perikanan budidaya adalah kawasan yang
diperuntukkan bagi kegiatan memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan
seta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang
menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Kriteria penetapan kawasan
perikanan budidaya meliputi: a) Perairan laut pasang surut yang terlindung pasir,
kerakal dan atau berbatu; b) Perairan laut yang semi terlindung dan atau perairan
yang terlindung dari aksi gelombang ekstrim; c) Di luar kawasan pelabuhan dan atau
jalur pelayaran; d) Salinitas air relatif konstan dalam kisaran normal air laut; e)
Aksesibilitas kawasan mudah dicapai, dekat pemukiman masyarakat pesisir dan
tidak dalam pengaruh oeh air limbah; f) Perairan laut di luar zona inti kawasan
perlindungan; serta g) Perairan laut di luar areal terumbu karang dan Padang Lamun,
h) Kualitas air memenuhi baku mutu air laut untuk budidaya ikan.

Jenis perikanan Laut yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan berkembang
di Kecamatan yang berada di wilayah pesisir. Pengembangan perikanan laut di
Kabupaten Banggai Kepulauan mencakup kegiatan penangkapan ikan laut jenis
Kakap, Tongkol, Tuna, Cumi-cumi, [kan Kerapu, Ikan Napoleon dan Sotong. Kegiatan

budidaya hasil laut mencakup budidaya Lobster, Kerapu, Cardinal Fish, Mutiara, dan
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Rumput laut. Dalam pengembangannya untuk jenis perikanan ini perlu ditingkatkan
baik dari segi kualitas maupun cara pemasaran yang lebih baik sehingga produk
perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan akan lebih dikenal.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan
terdiri atas:
1. Kawasan peruntukan budidaya laut
Keramba Jaring Tangkap (K]JT) di perairan laut Kecamatan Liang;
Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan laut Kecamatan Liang;

Budidaya teripang di perairan laut Kecamatan Liang;
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Budidaya Mutiara di perairan laut Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan

Liang; dan

6. Budidaya rumput laut di perairan laut Kecamatan Bulagi, Liang, Bulagi Utara,
Peling Tengah, Tinangkung Selatan, Buko Selatan, Totikum Selatan, Bulagi
Selatan, Tinangkung, Buko, dan Tinangkung Utara.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan

terdiri atas:

1. Bagan apung di perairan laut Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Peling Tengah,
Liang, Bulagi, Bulagi Selatan dan Kecamatan Tinangkung Selatan;

2. Rumpon di perairan laut Kecamatan Tinangkung Utara;

3. Gill Net tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai
Kepulauan;

4. Hand line tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai
Kepulauan;

5. Long Line tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai
Kepulauan;

6. Sero di perairan laut Kecamatan Peling Tengah, Bulagi Selatan dan Kecamatan
Liang;

7. Kapal Perikanan tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten
Banggai Kepulauan; dan

8. Mesin Katinting tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten

Banggai Kepulauan.
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2.1.1.2.2 Kawasan Peruntukkan Pertanian

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kegiatan pertanian masih menjadi kegiatan utama masyarakat Kabupaten
Banggai Kepulauan selain kegiatan perkebunan dan perikanan. Kegiatan pertanian
tersebut berkembang mulai dari wilayah dengan ketinggian 30 - 1000 meter dpl
dengan bermacam komoditi yang dihasilkan, pengembangan kawasan budidaya ini
didasarkan pada potensi dan SDA yang terkandung di setiap wilayah. Adapun yang
memiliki potensi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan adalah (1)
Budidaya Ubi Banggai, (2). Budidaya Ubi Jalar dan (3). Budidaya Rumpul Laut. Dalam
peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan yang dikembangkan pada
wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan potensi sumber daya alam pendukung
yang dapat dikelola, baik peningkatan management pertanian atau melalui sistem
pengembangan irigasi teknis. Peningkatan produksi tanaman pangan pada saat ini,
terutama tanaman pangan padi, sebab padi merupakan salah satu tanaman dengan
tingkat produksi yang masih stabil.

Pengembangan yang dilakukan dalam mengatasi penurunan tingkat
produktifitas tanaman pangan padi dapat dicegah dengan memberikan penyuluhan,
pembinaan, dan pengembangan potensi tanah yang ditunjang dengan program
intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk jaringan irigasi serta penerapan
pengembangan tanaman padi organik dan berwawasan lingkungan. Perkembangan
lahan pertanian di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini belum
dimanfaatkan secara optimal, dengan kondisi seperti ini akan membangkitkan
perkembangan lahan terbangun yang nantinya akan dapat menggusur lahan
pertanian tanaman pangan potensial.

Untuk mengantisipasi hal ini, maka untuk kawasan pertanian diarahkan
sebagai berikut:

1. Mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada, sesuai dengan
peruntukannya terutama di wilayah Kecamatan Tinangkung dan Kecamatan
Totikum.

2. Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial, dengan
menyusun perda sebagai satu dasar hukum yang mengatur pembatasan kegiatan

pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial
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3. Mengupayakan ekstensifikasi pertanian yang masih memungkinkan untuk
dilaksanakan pada beberapa beberapa kawasan dengan mempertimbangkan aspek
daya dukung tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan
pertanian yang ada saat ini. Upaya ekstensifikasi ini dapat dilakukan melalui
peningkatan kelas lahan perkebunan menjadi lahan pertanian produktif.

4. Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing wilayah
Kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang sesuai dengan jenis tanaman yang
cocok dan produksi yang dominan.

Dalam perkembangannya untuk wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten

Banggai Kepulauan dapat dikembangkan berdasarkan sentra jenis tanaman pangan

yang dihasilkan, yaitu:

Tabel 2.7
Sebaran Sentra Pengembangan Tanaman Pangan per Kecamatan di
Kabupaten Banggai Kepulauan

Kecamatan Sentra Pengembangan Tanaman Pangan

Tinangkung Jagung, Rumput Laut, Ubi Kayu, Ubi Jalar

Tinangkung Selatan Jagung, Padi, Kacang Tanah

Tinangkung Utara Jagung, Padi, Ubi Kayu

Buko Jagung, Kacang Tanah, Ubi Banggai

Buko Selatan Jagung, Kacang Tanah, Ubi Banggai

Bulagi Jagung, Ubi Banggai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Keladi, Rumput
Laut

Bulagi Utara Jagung, Ubi Kayu, Ubi Banggai, Ubi Jalar, Keladi, Rumput
Laut

Bulagi Selatan Jagung, Ubi Banggai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Keladi, Rumput
Laut

Peling Tengah Jagung, Ubi Banggai, Ubi Kayu

Liang Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Keladi, Rumput
Laut

Totikum Jagung, Padi, Kacang Tanah

Totikum Selatan Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Keladi

Sumber: RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan (2016-2036)

Hasil produksi tanaman pangan di Banggai Kepulauan, ditinjau dari sisi
permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama
lokal kabupaten dan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan peluang dan pesaing
dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas
unggulan seperti kacang tanah, ubi jalar, ubi banggai dan jagung dapat berperan

serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup provinsi.
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Penggunaan tanah untuk pertanian tiap tahun mengalami penyusutan
luasan atau alih fungsi. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak dilakukan upaya
pencegahan alih fungsi, akan menjadi ancaman (hambatan) pembangunan sektor
pertanian dimasa akan datang yang meliputi berkurangnya jumlah produksi dan
produktivitas yang berpotensi mengakibatkan hambatan dalam mewujudkan
swasembada pangan. Usaha- usaha yang harus dilakukan adalah mengembangkan
area pertanian tanaman pangan dengan menyusun strategi pengelolaan
sumberdaya lahan pertanian secara berkelanjutan dan pencegahan berkurangnya
lahan produktif.

2. Kawasan Perkebunan

Ditinjau dari segi karakteristik tanah, maka wilayah dengan potensi sebagai
kawasan budidaya pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Banggai
Kepulauan cukup mempunyai andil dalam meningkatkan pemasukan daerah, apabila
dikelola secara berkelanjutan.

Pengembangan sentra produksi komoditi holtikultura pada masing-masing
wilayah sesuai dengan jenis tanaman yang paling cocok untuk dikembangkan pada
wilayah tesebut. Adapun jenis tanaman perkebunan dan hortikultura yang ada di
Kabupaten Banggai Kepulauan adalah, Kelapa, cengkeh, kakao, kopi, pala, lada, Jambu
mete, kapuk, vanili, kemiri, sagu dan jahe. Sedangkan penyebarannya berdasarkan
RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2026-2036, hampir keseluruh wilayah
Kabupaten Banggai Kepulauan dan mempunyai luas 29.210,47 Ha, yang lokasinya
diarahkan tersebar disetiap kecamatan, meliputi:

Kecamatan Tinangkung, luas 2.600 Ha;
Kecamatan Tinangkung Utara, luas 2.155,24 Ha;
Kecamatan Tinangkung Selatan, luas 4.584,80 Ha;
Kecamatan Totikum, luas 5.575 Ha;

Kecamatan Totikum Selatan, luas 1.596,80 Ha;
Kecamatan Liang, luas 2.531,24 Ha;

Kecamatan Peling Tengah, luas 7.715,00 Ha;
Kecamatan Bulagi, luas 3.717,7 Ha;
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Kecamatan Bulagi Utara, luas 1.860,0 Ha;
10. Kecamatan Bulagi Selatan, luas 1.454,8 Ha;
11. Kecamatan Buko, luas 4.156,40 Ha;
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12. Kecamatan Buko Selatan, luas 1.982,15.

Perkembangan budidaya tanaman perkebunan dan holtikultura di
Kabupaten Banggai Kepulauan perlu ditingkatkan untuk merespon kebutuhan lokal
dan regional, dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas produksi melalui
sistem intensifikasi kegiatan perkebunan dan hortikultura, disamping itu perlu
dikembangkan sistem kemitraan antara petani dengan pihak swasta. Dengan pola
kemitraan ini diharapkan mampu mengangkat pendapatan petani di wilayah
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan adanya pengembangan berbagai jenis komoditi tanaman perkebunan
dan buah-buahan ini, maka dalam perkembangannya untuk wilayah kecamatan yang
ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dikembangkan berdasarkan sentra jenis
komoditi yang dihasilkan, yaitu:

1. Sentra Pengembangan Kelapa di Kecamatan Totikum, Tinangkung, Tinangkung
Utara, Tinangkung Selatan dan Buko.

2. Sentra Pengembangan Cengkeh di Kecamatan Peling Tengah, Bulagi, Bulagi
Selatan dan Buko.

3. Sentra Pengembangan Kakao di Kecamatan Liang, Tinangkung Selatan dan Bulagi

Selatan.

Sentra Pengembangan Kopi di Kecamatan Tinangkung, Bulagi Selatan dan Buko.

Sentra Pengembangan Tanaman Jambu Mete di Kecamatan Liang dan Bulagi.

Sentra Pengembangan Kapuk di Kecamatan Buko.

Sentra pengembangan tanaman Vanili di Kecamatan Liang.
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Sentra Pengembangan tanaman Kemiri di Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan dan
Buko.
9. Sentra Pengembangan tanaman sagu di Kecamatan Buko.
2.1.1.2.3 Kawasan Peruntukkan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial menciptakan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu memberikan multiplier effect bagi
berkembangnya sektor-sektor terkait, seperti pertanian (bunga, buah, perikanan),
industri kerajinan, perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa (penginapan,
pemandu wisata, transportasi, dan sebagainya). Berkembangnya sektor ini
diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, terutama yang

tinggal di sekitar kawasan wisata.
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Pengembangan obyek wisata yang diarahkan dapat meningkatkan kegiatan
ekonomi dan sekaligus memperluas kesempatan kerja dan wirausaha. Maka perlu
diupayakan pengembangan pariwisata, pemeliharaan obyek dan benda bersejarah,
peningkatan promosi dan pengembangan event-event budaya serta yang paling
utama adalah pembangunan pelabuhan Salakan yang memenubhi syarat sebagai pintu
masuk ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun kawasan peruntukkan wisata yang
dikembangkan di Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

Kawasan peruntukkan pariwisata sejarah dan budaya yang terdiri atas:

1. Monumen Trikora Salakan, Bonua Lua dan Benteng Bebengketan di Kecamatan
Tinangkung;

2. Maesjid Tua di Kombutokan dan Benteng Bungkuko Pusaka di Sambiut Kecamatan
Totikum;

3. Benteng Lipuadino, Makam Tua Imam Puadino, Makam Tua Imam Sya’ban, dan
Peta Alam di Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan;

4. Perkampungan Suku Bajo di Kalumbatan dan masuknya Injil pertama di Nulion
Kecamatan Totikum Selatan;

5. Museum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

6. Tradisi Penguburan Mayat, pusat pembuatan periuk tanah liat, tradisi suku Sea -

Sea di Osan Kecamatan Bulagi;
Kawasan peruntukkan pariwisata alam terdiri atas:

Danau Kuakon di Kecamatan Tinangkung;

Air Terjun Paisu Mondoni Mansamat di Kecamatan Tinangkung Selatan;

Air Terjun Tembang di Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara;

Danau Paisu Motono Lalong di Kecamatan Tinangkung Utara;

Danau Tendetung di Kanali Kecamatan Totikum Selatan;

Gua Pentu di Kecamatan Liang;

Danau Lemelu di Kecamatan Bulagi Selatan;

Batu Mesea Lumbia-Lumbia dan Danau Alani di Kecamatan Buko Selatan;
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Gagak Peling di Okulo dan Tatendeng Kecamatan Buko;
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. Banggai Cardinal Fish di Kecamatan Liang, Kecamatan Tinangkung dan
Kecamatan Totikum Selatan;
11. Pemandian Pantai Lomboan di Kecamatan Tinangkung Selatan;

12. Pemandian Pantai Teduang Ambelang di Kecamatan Tinangkung;
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13. Pantai Tebeabul di Pulau Bakalan Kecamatan Tinangkung;

14. Pantai Bone Uluno di Abason Kecamatan Totikum;

15. Pemandian Pantai Lalanday di Kecamatan Bulagi;

16. Kawasan Agrowisata Pulau Banyak di Kecamatan Tinangkung;
17. Danau Paisu Pok/Danau Cermin di Kecamatan Bulagi Utara;
18. Pantai Poganda di Kecamatan Bulagi Utara;

19. Teluk Kerikil di Kecamatan Peling Tengah; dan

20. Wisata Mangrove Tatakalai.

2.1.1.2.4 Kawasan Peruntukkan Permukiman

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kawasan pemukiman perkotaan
dan kawasan pemukiman perdesaan. Kebijakan pengembangan permukiman
pedesaan dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra produksi yang prospektif
dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Sejalan dengan itu
perlu diciptakan saling keterhubungan antara sentra produksi dengan pusat
pemasarannya sehingga dapat saling menunjang sistem perwilayahan.

Kawasan permukiman adalah kawasan diluar kawasan lindung yang
diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat
yang berada di daerah perkotaan atau pada daerah perdesaan. Adapun kriteria dari
kawasan permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk
permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat dan mempunyai akses
untuk kesempatan berusaha, dan kawasan yang apabila digunakan untuk
permukiman dapat memberikan manfaat seperti: meningkatkan ketersediaan
permukiman dan mendayagunakan fasilitas yang ada disekitarnya dan meningkatkan
perkembangan kegiatan sektor dan ekonomi yang ada disekitarnya, tidak
mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam,
meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional dan
daerah, menyediakan kesempatan kerja.

Pengelolaan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat
bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan
lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan
yang berkelanjutan.

1. Permukiman Perkotaan
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Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk
kegiatan permukiman dengan kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya
ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas
peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran dan pemerintahan.

Di Kabupaten Banggai Kepulauan wilayah yang didefinisikan sebagai
kawasan permukiman perkotaan adalah Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu
Kota Salakan Kecamatan Tinangkung serta kecamatan sesuai dengan peraturan
daerah tentang penetapan batas wilayah kota di lingkungan Kabupaten Banggai
Kepulauan. Pada wilayah ini kegiatannya didominasi oleh jenis kegiatan yang bersifat
kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan bagi penduduk yang ada pada wilayah
sekitarnya. Berdasarkan kondisi yang ada di kota-kota tersebut, maka dalam
pengembangan pemukiman perkotaan diarahkan untuk mencapai suatu kondisi
aman, nyaman, sehat, sehingga dalam penanganannya diarahkan sebagai berikut:

1. Menghindari pola perkembangan pemukiman yang sifatnya linier sesuai dengan
kondisi jalan, untuk mengantisipasi perkembangan wilayah yang memusat, maka
pola perkembangan pemukiman dibuat menyebar dengan ketersediaan fasilitas
penunjang yang memadai sesuai standar kebutuhan kota.

2. Penentuan Garis Sempadan Bangunan yang jelas pada kawasan yang belum
dibangun pemukiman guna mengantisipasi kebutuhan pengembangan jaringan
jalan kota pada masa mendatang. Berdasarkan kecenderungan perkembangan
saat ini, pola pemukiman di wilayah kota dan Kabupaten Banggai Kepulauan
secara umum berkembang secara alami sesuai dengan ruas jalan, sehingga
dikhawatirkan akan semakin memakan badan jalan.

3. Peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan sekitar pemukiman pada daerah-
daerah terbelakang/kampung kota melalui program P3KT mencakup kegiatan
gentingisasi, betonisasi, penyediaan sanitasi/MCK yang lebih baik, hal ini
diarahkan untuk mengubah citra kampung kota menjadi lebih baik.

Permukiman perkotaan di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari:

a. Permukiman perkotaan kepadatan sedang

Kawasan permukiman perkotaan kepadatan sedang yang diarahkan untuk
permukiman/hunian sedang, industri berbasis tenaga kerja non polutan, jasa, dan
perdagangan, serta perkantoran dengan penyebaran meliputi kawasan Ibukota

Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu Kota Salakan.
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b. Permukiman perkotaan kepadatan rendah

Kawasan permukiman perkotaan kepadatan rendah adalah kawasan untuk
permukiman/hunian kepadatan rendah yang mendukung kegiatan jasa perdagangan
dan industri berbasis bahan baku lokal dan berorientasi tenaga kerja, dengan
penyebaran meliputi seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan,
yaitu:
a. Bulagi Satu di Kecamatan Bulagi
b. Sambulangan di Kecamatan Bulagi Utara
c. Lolantang di Kecamatan Bulagi Selatan
d. Tataba di Kecamatan Buko

e. Lumbia-lumbia di Kecamatan Buko Selatan

-

Ponding-ponding, Tatakalai dan Luksagu di Kecamatan Tinangkung Utara

Mansamat di Kecamatan Tinangkung Selatan

= @

Liang di di Kecamatan Liang

[—p

Patukuki di Kecamatan Peling Tengah

j. Sambiut di Kecamatan Totikum

k. Kalumbatan di Kecamatan Totikum Selatan
2. Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman
yang pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan,
perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya. Dimana untuk kawasan permukiman
perdesaan di Kabupaten Banggai Kepulauan prosentasenya lebih tinggi dibanding
dengan permukiman pada kawasan perkotaan, hal ini disebabkan karena mayoritas
wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk dalam kawasan perdesaan.

Pada kawasan ini peningkatan kegiatannya diarahkan untuk permukiman
dengan fasiltas penunjangnya, dan terdapat kawasan pertanian untuk kegiatan usaha.
Maka sistem pengelolaan kawasan permukiman di wilayah perdesaan ditempuh
dengan:

1. Mengarahkan pengembangan pemukiman agar membentuk pola menyebar
2. Membatasi perkembangan pemukiman disepanjang jalan utama dengan
membuat ketentuan GSB yang ideal untuk mengantisipasi pengembangan

jaringan jalan pada masa mendatang.
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3. Pengaturan terhadap luas tanah terbangun dan tidak terbangun pada kawasan
pengembangan permukiman.

4. Perlu adanya pencadangan tanah kosong atau pekarangan pada masing-masing
unit rumah, yang dapat digunakan untuk kegiatan seperti bercocok tanam dan
sebagainya, sehingga lebih bernilai ekonomis.

5. Pemisahan antara perumahan dan tempat hunian ternak untuk menjamin tingkat
kesehatan penghuni rumah.

6. Perluasan areal yang akan digunakan untuk permukiman sedapat mungkin
menggunakan tanah yang tidak termasuk tanah subur atau beririgasi teknis dan
Y teknis.

7. Untuk pemukiman yang berada di daerah selatan, dalam upaya untuk menjaga
ketersediaan air, maka dapat dikembangkan sistem resapan air yang dapat
dikembangkan baik secara komunal atau secara individual pada masing-masing
rumah.

Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Banggai Kepulauan
merupakan kawasan permukiman yang diarahkan untuk hunian rendah sampai
sangat rendah/jarang, berorientasi terhadap lingkungannya (pertanian, peternakan
dan perikanan, kehutanan, agrowisata dan pariwisata) dengan bangunan yang tidak
memiliki beban berat terhadap tanah, yang penyebarannya meliputi seluruh desa
diluar ibukota kecamatan.
2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi
tinggi mengalami bencana. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan
gempa bumi, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan banjir, kaw asan rawan abrasi,
kawasan rawan gerakan tanah. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana
dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan
oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan
rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi
mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah
longsor.

Bencana alam yang harus diantisipasi di wilayah Kabupaten Banggai

Kepulauan adalah bencana geologi berupa gempa bumi, gerakan tanah dan tsunami.

Secara geologi wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan terletak disepanjang zona
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tumbukan antara lempeng mikro kontinen Banggai-Sula dengan jalur ofiolit Sulawesi
Timur. Tumbukan antara kedua lempeng tersebut merupakan fenomena tektonik
yang dicirikan dengan pergerakan sistem sesar Sorong yang bergerak ke arah barat
dan bersifat mendatar (Hamilton, 1979). Terdapat dua tipe pada sistem sesar sorong
ini, yaitu sesar Sorong utara dan sesar Sorong selatan. Pergerakan sesar Sorong yang
masih aktif hingga saat ini telah menyebabkan gempa bumi dengan magnitude yang
cukup besar.

Karena letaknya diantara sesar Sorong Utara dan Sesar Sorong Selatan, maka
kawasan pesisir wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sangat rawan terjadi
gelombang tsunami. Tsunami disebabkan terjadinya gelombang air laut pasang tinggi
yang terbentuk oleh adanya gempa bumi di laut.

Rencana konstruksi bangunan dalam mengurangi risiko tsunami pada lokasi
rawan tsunami, penanggulangan yang paling efektif adalah dengan menempatkan
bangunan baru jauh dari wilayah yang berpotensial tersapu tsunami misalnya rumah
sakit, kantor pemadam kebakaran dan sekolah harus dibangun dengan standara yang
lebih tinggi ketimbang akomodasi pariwisata. Penerapan strategi rancang dan
bangun sebagai berikut:

a. Menerapkan standar-standar rancangan dan peraturan bengunan yang memadai,
khususnya standar bangunan tanah tsunami.

b. Memastikan aturan-aturan dan standar-standar tersebut telah memperhatikan
seluruh potensi ancaman.

c. Menerapakan informasi setempat tentang ancaman tsunami yang digunakan
untuk memutuskan apakah izin konstruksi bisa diberikan pada lokasi tersebut.

Strategi penggunaan lahan untuk mengurangi resiko bahaya tsunami
dilakukan sebagai berikut :

a) Membuat sistem peringatan dini

b) Membuat bangunan pelindung atau menanam Kembali bakau yang telah rusak

c) Memetakan daerah landau yang mungkin terlanda tsunami

d) Membangun lokasi penyelamatan (lokasi dengan ketinggian tertentu)

e) Menempatkan pemukiman pada suatu ketinggian tertentu yang dalam sejarah

wilayah tersebut tidak pernah terlanda hantaman tsunami.
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2.1.2 Aspek Demografi

Kondisi demografis Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dianalisis dengan
menggunakan 2 (dua) indikator utama yaitu jumlah penduduk dan struktur
penduduk sebagai berikut :
2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan,
karena permasalahan kependudukan tidak hanya menyangkut kelahiran, kematian
dan migrasi, tetapi juga menyangkut masalah sosial budaya, ekonomi, politik,
pertahanan dan keamanan yang sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu data kependudukan yang akurat
dan tepat waktu sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian masalah- masalah
tersebut.

Jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan di tahun 2021 sebesar
121.684 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk
48,27 jiwa/km2. Jika dihitung berdasarkan peningkatan pertahun, maka jumlah
penduduk tumbuh rata - rata dibawah 1% (persen). Pada tahun 2015, jumlah
penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan terhitung sebesar 114.980 jiwa dan
meningkat secara perlahan - lahan ke angka 121.684 jiwa pada tahun 2021.
Meskipun pertumbuhan penduduk secara umum dilihat masih cukup rendah tetapi
ini tetap menjadi bahan analisis yang akan mempengaruhi berbagai aspek seperti
pendidikan, kesehatan dan juga ketenagakerjaan.

Grafik 2.4
Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2015 - 2021
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Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022
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Grafik di atas menunjukan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Banggai
Kepulauan setiap tahunnya dengan rata - rata peningkatan dalam kurun waktu 5
tahun terakhir sebesar 0,86 persen. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada
tahun 2020 sebesar 1,45 persen atau sebesar 1.739 jiwa. Peningkatan jumlah

penduduk juga disebabkan oleh faktor angka harapan hidup yang terus meningkat

tiap tahunnya.
Grafik 2.5
Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2021
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7,20% 8,68%
Buko Totikum Selatan
8,19% 7,05%
Bulagi Utara

[+)
8,01% Tinangkung

14,55%

Bulagi Selata
8,01%

Tinangkung Utara

Peling Tengah 7,26%

8,67% Liang
7,91%

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung meningkat
walau tidak mengalami kenaikan secara signifikan dan persebaran hampir merata di
12 Kecamatan meskipun kepadatan sangat variatif. Pada tahun 2021 sebagian besar
penduduk terpusat tinggal di Kecamatan Tinangkung sebesar 14,55% atau sejumlah
17.699 jiwa, kemudian Kecamatan Totikum 8,68% atau sejumlah 10.568 jiwa dan
paling sedikit di Kecamatan Tinangkung Selatan sebesar 6,65 persen atau sejumlah
8.096 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Totikum Selatan,
yaitu 90 orang per km? dengan luas wilayah hanya 3,82% dari total Kabupaten
Banggai Kepulauan. Kepadatan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Bulagi

Selatan dan Bulagi Utara.
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Tabel 2.8
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase,

Kepadatan, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan

di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021

Jumlah Laju Rasio
No | Kecamatan | Penduduk Pertumbuhan | Persentase | Kepadatan Jenis
(Ribu) Penduduk Penduduk | Penduduk | Kelamin
Tahun 2020- per km2? | Penduduk
2021 (%)
1. | Totikum 10 568 0,58 8,68 67,98 105
2. | Totikum 8 754 0,54 7,05 90,07 103
Selatan
3. | Tinangkung 17 699 2,59 14,55 56,62 103
4. | Tinangkung 8096 1,01 6,65 43,09 102
Selatan
5. | Tinangkung 8829 1,22 7,26 64,61 106
Utara
6. | Liang 9 629 0,80 7,91 54,65 99
7. | Peling Tengah 10 551 1,14 8,67 75,36 104
8. | Bulagi 9524 0,00 7,83 34,55 102
9. | Bulagi Selatan 9 745 0,00 8,01 30,55 105
10. | Bulagi Utara 9748 0,79 8,01 30,65 102
11. | Buko 9965 0,53 8,19 5391 100
12. | Buko Selatan 8756 0,90 7,20 46,74 102
Total 121 684 0,96 100,0 48,89 103

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2022

Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan
sebagian besar sudah diatas 100. Dimana hampir semua kecamatan sudah
menunjukkan angka diatas 100, untuk Kecamatan Tinangkung Utara angka nya 106
dan yang dibawah angka 100 adalah kecamatan Liang. Ini menunjukkan bahwa
jumlah penduduk laki - laki di Kabupaten Banggai Kepulauan lebih banyak daripada
jumlah penduduk perempuan.

Dari aspek demografis dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk
secara keseluruhan tergolong rendah sekitar 0,96% pertahun. Hal ini bisa menjadi
peluang dan tantangan untuk merencanakan pembangunan ke depan. Kedua,
kepadatan penduduk di tiap kecamatan tidak merata dan terkosentrasi hanya di
beberapa Kecamatan seperti Totikum Selatan, Totikum, Peling Tengah sehingga perlu
menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terutama pembangunan manusia. Hal
berikutnya, dari sisi distribusi penduduk, penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan
tersebar kurang merata di 12 kecamatan dan terkonsentrasi terbesar di Kecamatan
Tinangkung. Oleh karena itu, data ini bisa menjadi bahan rujukan dalam merumuskan

strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.
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2.1.2.2 Struktur Penduduk
Kondisi demografi Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat dari struktur

penduduk yaitu jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Berdasarkan data

tahun 2021.
Grafik 2.6
Struktur Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2021
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Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Angka Tahun, 2022

Komposisi penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan seperti yang ditunjukkan
Grafik 2.6 menunjukkan bahwa usia 0 - 14 tahun mencapai 33.323 jiwa atau sekitar
27,74% dari total penduduk Banggai Kepulauan sebesar 121.684 jiwa. Kelompok
berikutnya yaitu usia produktif antara 15 - 29 tahun mencapai 30.088 jiwa atau
24,73% dari total keseluruhan. Kelompok usia 30 hingga 49 tahun juga memiliki
jumlah yang lebih banyak 34.800 jiwa atau 28,60% disusul kelompok usia 50 - 64
tahun sebanyak 16.419 jiwa atau 13,49%. Kemudian kelompok terakhir usia lebih
dari 65 tahun memiliki jumlah sebanyak 6.948 jiwa atau 5,71% dari total jumlah
seluruh penduduk. Berdasarkan pola peningkatan usia lansia, pada 5 - 10 tahun
kedepan jumlah lansia diprediksi akan bertambah, sehingga dibutuhkan perencanaan
pemerintah daerah mengenai pelayanan kepada lansia terkait dengan kesehatan dan
fasilitas ramah lansia.

Secara keseluruhan bahwa struktur penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan
di dominasi oleh kelompok usia produktif dan penduduk usia sekolah sehingga
dibutuhkan kebijakan terkait Pendidikan dan ketenaga kerjaan. Kondisi dimana

jumlah penduduk yang berusia produktif meningkat (15-64) tahun meningkat
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sedangkan jumlah tidak produktif menurun dapat dikatakan bahwa Kabupaten
Banggai Kepulauan berada dalam bonus demografi dimana itu terjadi saat proporsi
penduduk usia produktif lebih dari 50% dari total seluruh populasi berpotensi untuk
memebrikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini perlu dikelola
secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang dimulai dari peningkatan kualitas Pendidikan
usia dini karena bisa menjadi tulang punggung pembangunan yang berkualitas pada
masa yang akan dating.

Analisis penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.7 dibawah
menunjukkan pada tahun 2021, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banggai
Kepulauan sebagian besar sudah diatas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki
- laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan sebesar 1.624 jiwa. Secara
keseluruhan, bisa disimpulkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Banggai
Kepulauan berdasarkan jenis kelamin cukup berimbang.

Grafik 2.7
Struktur Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun
2021
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Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

2.2  Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat berisi tentang capaian makro pembangunan
yang mengindikasikan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ini
terdiri atas focus pemerataan ekonomi, kesejahteraan social serta seni budaya dan
olahraga. Penjelasan mengenai analisis pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah

sebagai berikut :
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2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Aspek kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat dari aspek kesejahteraan

dan pemerataan ekonomi, dimana hal ini mengindikasikan beberapa indicator makro
seperti PDRB, laju inflasi, indeks gini dan IPM.
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan,
laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017 - 2021
memiliki trend fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan
tahun 2019 naik sebesar 6,23% dari 6,19% dari tahun sebelumnya. Namun
pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sampai -2,98 persen pada tahun 2020
disebabkan adanya bencana pandemi covid 19 menyebabkan pembatasan aktivitas
produksi dan aktivitas masyarakat. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan
ekonomi kembali membaik menjadi 5,07% hal ini disebabkan adanya program

pemulihan ekonomi. Trend laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada gambar

berikut.
Grafik 2.8
Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Banggai
Kepulauan Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dan
Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021
cenderung bagus yaitu sebesar 5,07% karena sudah melampui pertumbuhan
ekonomi Nasional sebesar 3,69%. Hal tersebut karena sumber daya alam khususnya

pertanian dan perikanan yang cukup berkembang. Namun, kondisi perekonomian
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baik skala daerah maupun nasional mengalami kontraksi, khusus Provinsi Sulawesi
Tengah tidak mengalami kontraksi hanya memgalami penurunan akibat kebijakan
pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020.
Untuk perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan dengan
pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah masih cenderung dibawah tetapi

sudah menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Grafik 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2017 - 2021
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Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan jika dibandingkan
dengan Kabupaten sekitarnya yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai
pada tahun 2020 menunjukkan angka -2,36% lebih positif dibandingkan Kabupaten
Banggai sebesar -4,79% dan Kabupaten Banggai Laut sebesar -3,97%. Pertumbuhan
ekonomi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Morowali sebesar 28,51, hal ini
dipengaruhi oleh adanya perusahaan migas berskala internasioanl dikabupaten
tersebut. Pada tahun 2021 setelah mengalami kontraksi akibat bencana pandemic
Covid-19 menunjukkan perbaikan kearah yang lebih positif tumbuh menjadi 5,07%

dan merupakan urutan ke empat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Tengah.
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Dilihat dari pertumbuhan masing- masing sektor ekonomi pada tahun 2021,
laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, diikuti sektor
penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,35 persen kemudian sektor
perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,64
persen. Sementara laju pertumbuhan negatif pertambangan dan penggalian, secara
rinci laju pertumbuhan menurut lapangan usaha kabupaten Banggai Kepulauan dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2021

1) (2) (3) (4) ) (6) (7)

A PerFaman, Kehutanan, dan 5,96 486 323 1,79 3,41
Perikanan

B Pertamk?angan dan 925 1,13 13,22 17,21 -3,46
Penggalian

C Industri Pengolahan 6,87 6,33 5,78 0,55 2,25
Pengadaan Listrik dan Gas 8,11 11,47 5,92 12,72 4,48
Pengadaan Air, Pengelolaan

E Sampah, Limbah dan Daur 5,80 3,96 0,23 3,02 4,32
Ulang

F Konstruksi 9,12 2,93 17,59 -15,97 3,11
Perdagangan Besar dan

G Eceran; Reparasi Mobil dan 5,47 1,99 3,28 -5,47 9,64
Sepeda Motor

H Transportasi dan 5,87 2,65 4,67 23,38 5,02
Pergudangan

I Penyedlagn Akomodasi dan 738 2,50 6,27 -8,89 12,35
Makan Minum

J Informasi dan Komunikasi 7,67 9,59 8,22 8,88 8,38

K Jasa Keuan